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BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 050/382/Kpts/Per-UU /2017
Lampiran : 76 (tujuh puluh enam)

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

BUPATI BOGOR,

Menmimbang :a. bahwa dalam rangka perencanaan pembanginan jangka —  —
menengah untuk periode lima tahunan yang
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional serta disclaraskan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, dan Peraturan Dacrah Kabupaten
Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten
Bogor telah mengubah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 106 . — —
Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018, telah ditetapkan Keputusan Bupati Bogor
Nomor 050/564 /Kpts/Per-UU /2016 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang — —
Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupatén Bogor
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018, maka Keputusan Bupati Bogor sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf B, periu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-dacrah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang+Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

10. Undang-Undang....

e —— T —



-3-

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4464);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

21.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;

22.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

23. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawe Barat Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Nomor 25 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Daecrah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 37);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015
Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 54);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011
Nomor 21);

31. Peraturan....
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31.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah
Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 64);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2017 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 95);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 96);

35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42);

36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 43);

37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 44);

38, Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2016 tuxtanq
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Benta
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46);

40, Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(Berita Dacrah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 47);

41. Peraturan....
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Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Dacrah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 49);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
scerta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 50);

. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 51);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 52);

. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Oiganisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 54);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
(Berita Daecrah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 55);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 56);

. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 57);

51, Peraturan....
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51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 58);

52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 59);

53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 60);

54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);

55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan PFungsi
serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 Nomor 62);

56. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);

57. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
scrta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);

58. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita
Dac¢rah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 65);

59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);

60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 67);

61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 68);

62. Peraturan....
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62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);

63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 70);

64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 71 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Peneliian dan Pengembangan
Daerah (Berita Daecrah Kabupaten Bogor Tahun
2016 Nomor 71);

65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);

66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 73);

67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 19)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2017 Nomor 38);

68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2018 (Berita Daecrah
Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 35);

: Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis

Perangkat
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai
dengan Lampiran LXXVI Keputusan ini.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
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KETIGA :Pada saat keputusan ini mulai berlaku,
maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/564 /Kpts/

Per-UU/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

Yth. Kepala Perangkat Daerah.




BAB VII
PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Pengelolaun Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 telah disusun dengan mempedomani
Pemubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2C13-2018. Renstra ini akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2018 serta menjadi acuan dalam
penyusunan Renstra Transisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah
tahun 2019-2020.

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Femerintah Kabupaten
Bogor tahun 2013-2018 yakni mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi
kabupaten termaju di Indonesia, penyusunan Perubahan Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah telah diarahkan pada upaya untuk
mewujudkan tercapainya visi tersebut hingga akhir periode.

Semoga Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2013-2018 ini dapat dipedomani oleh seluruh pemangku
kepentingan terkait.

v
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LAMPIRAN XXXl KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR  : 050/382/Kpts/Per-UU/2017
TANGGAL : 7 Juli 2017

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah yang ditindaklanjuti dengan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, berkonsekuensi pada terjadinya Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Perubahan target indikator
kinerja daerah yang disesuaikan dengan adanya pemberlakuan
nomenklatur perangkat daerah baru, menuntut setiap perangkat
daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2013-2018 yang disusun berdasarkan substansi
kebijakan, program dan indikator kinerja kunci daerah dalam
perubahan RPJMD Tahun 2013-2018, merupakan dasar dan pedoman
dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2017-2018 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor berdasarkan
kewenangan Urusan Penunjang pada Bidang Keuangan, demi
terwuyjudnya Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di
Indonesia.

Disamping itu, diharapkan dokumen Perubahan Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018 dapat
dijadikan acuan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Transisi tahun 2019-2020 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor tentang RPJMD Tahun 2018-2023.

r




BAB VII
PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 telah disusun dengan mempedomani
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2C13-2018. Renstra ini akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2018 serta menjadi acuan dalam

penyusunan Renstra Transisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun 2019-2020,

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Femerintah Kabupaten
Bogor tahun 2013-2018 yakni mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi
kabupaten termaju di Indonesia, penyusunan Perubahan Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah diarahkan pada upaya untuk
mewujudkan tercapainya visi tersebut hingga akhir periode.

Semoga Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2013-2018 ini dapat dipedomani oleh seluruh pemangku
kepentingan terkait.
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Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 telah disusun dengan mempedomani
Perubuhan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2C13-2018. Renstra ini akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2018 serta menjadi acuan dalam

penyusunan Renstra Transisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun 2019-2020.
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Bogor tahun 2013-2018 yakni mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi
kabupaten termaju di Indonesia, penyusunan Perubahan Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah diarahkan pada upaya untuk
mewujudkan tercapainya visi tersebut hingga akhir periode.

Semoga Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2013-2018 ini dapat dipedomani oleh seluruh pemangku
kepentingan terkait. o .
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